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BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa mengangkat harkat dan martabat warga
masyarakat yang hidup dalam kemiskinan
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
melalui berbagai program-program yang mampu
menunjang kemandirian masyarakat miskin
sehingga terlepas dari garis kemiskinan;

b. bahwa kemiskinan merupakan strata kehidupan
sebagai warga masyarakat yang terdapat
berimplikasi pada ketertiban, keamanan dan
perilaku menyimpang sehingga mengakibatkan
pembangunan menjadi terkendala akibat lemahnya
sektor sumber daya manusia di daerah;

c. bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, Pasal 29 dan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial telah melimpahkan tanggung
jawab dan kewenangan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota;

d. bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, daerah membuat kebijakan dan
program untuk mensejahterakan masyarakat
terutama warga miskin;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Kemiskinan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4968);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

11.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19
Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.

3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
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5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.

7. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga
Negara agar hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.

8. Penyelenggaraan kesejahteraan social adalah upaya
yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang
dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara,
yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan social, dan perlindungan sosial.

9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak
mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain
kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian,
pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.

10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi
seseorang atau sekelompok orang yang tidak
terpenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
yang bermartabat.

11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang
belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat,
orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang
secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab
kepala yang tinggal satu rumah.

12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili
di Kabupaten Kotabaru.

13. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah suatu
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah
forum lintas pelaku di Kabupaten Kotabaru sebagai
wadah koordinasi penaggulangan kemiskinan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.

16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau
individu yang dukungannya diperlukan demi
kesejahteraan dan kelangsungan hidup
bermasyarakat.
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BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan
menciptakan warga daerah yang hidupnya dalam
kemiskinan menjadi warga yang mampu berusaha dan
mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari
kemiskinan baik untuk dirinya sendiri maupun
pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan
sosialnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam
bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi
warga miskin.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan meliputi :

a. pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan;

b. identifikasi warga miskin;

c. penyusunan strategi dan program;

d.hak dan kewajiban warga miskin;

e. pelaksanaan dan pengawasan; dan

f. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin
berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif,
demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum,
dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III

PEMBENTUKAN TKPKD

Pasal 5

(1) Bupati berwenang membentuk TKPKD.


